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miliki porsi intervensi yang cukup besar bagi berjgl]annya
roda pemerintahan, terutama dalam sistem politik demokrasi. Unyj
menjelaskan masyarakat sipil serta gagasan ketertiban sosial yuy
diinginkannya, diperlukan pendekatan multidisplin yang melibatkan perspekd
sosial, politik dan kebudayaan, serta bebas dari pengaruh Agama dan neg
sebagai konteks beroperasinya gagasan masyarakat sipil. Namun, prake
demokrasi liberal yang dilaksanakan di Indonesia baik dalam pemilha
pemimpin dan pengambian keputusan lebih mengandung perspektif indiividu
iﬂfillpfiﬁlshlgjrrlsgeitklf hubungan interpernonal yang terdapat dalam masyaria
i 0. BETIKUE 1Nl men]elaskan praktek gagasan masyarakat sipil i
proses pemilihan pemimpin dan pengambilan keputusan perencanaan progi®
kegiatan pembangunan penerapan alokasi dana d 3 P o

No. 6/2014 tentang Pemerintahan D o cana desa (ADD) i
metode penelitian kualitatif da csa di Kota Sawahlunto. Melalui pengg
kebijakan desentralisasi fiskal plrlalfte Iﬁdekatan enomeniolopt ditemalan bt
rekening Kepala Desa (Wali Na iy dana pembangunan 1angsqngkf
pengelolaaan alokasi dana deg g mem berikan keterampilan mandjer®
4, serta sejalan dengan kebutuhan hubung?

\ggaraa ’
n good governance. Kata Kunci: Masy& g

Abstak: Masyarakat sipil me

memberikan pandan an gand .
gan dalam, keputusay ak}ir(mUItlple choice), agar masyarakat‘ ()

menempatkan keputyg,
. N politj a . |
mayoritas dan minroytag bp ik sebaga Sebuahy 1:1‘%) meIIbgUntUngkan setiap OF o
ses berkelani unal =
elanjutan, sus mb‘J

erubah sesuai
ai d
thgan Persoalap yang dibahas : (4) meng?
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Mempczagunlndonesno 83
ersoalan di Juar ruang lingkup keputusan kaum mayoritas, caranya dengan cara

mcngajukan RUU HAM dan bergantung pada kaum minoritas (Muslim Mufti 2013)
Model ini berasal dari pandangan bahwa demokrasi politik dalam prosés pc'm'ilihan
pcmjmpin harus dilengkapi dengan demokrasi dalam pemerintahan, agar terdapat
pengawasan mas}faraka'.t'terhadap rencana pembangunan pemerintah yang dihasilkan dari
roses demokrasi politik. Model konvensi yang dihasilkan dari proses perencanaan
embangunan ini dianggab bukanlah praktek terbaik jika tidak melibatkan pengalaman
pribadi warga masyarakat yang  terlibat dalam perencanaan pembangunan
ini,Perencanaan pembangunan di Indonesia diturunkan dari dokumen yang telah disusun
emerintah, serta dikonsultasikan kepada publik dalam bentuk konsultasi publik. Hasil
Kkonsultasi publik dalam bentuk konvensi ini dijadikan sebagai bentuk dokumen resmi
yang dilembagakan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau peratuiran lain yang
mengatur tentang rencana pembangunan, masyarakat hanya sebagai media konsultasi
dokumen perencanaan \tanpa memiliki kewenangan sebagai partner pemerintah atau

pemngendali rencana pembangunan tersebut.
Beberapa praktek perencanaan pemb
demokrasi perwakilan ini membuka peluang intervensi politisi dalam lembaga perwakilan

untuk merubah preferensi privat yang dirumuskan dalam konsultasi publik menjadi

perferensi kolektif dalam bentuk perumusan aturan yang mengesahkan dokumen

perencanaan pembangunan tersebut. Aspek kekuasaan warga kurang dijadikan bahan
pertimbangan dalam pembuatan dokumen perencanaan pembangunanan, dokumen

tersebut dibuat berdasarkan pendekatan perencanaan penmbangunan yang dilakukan

oleh pemerintah atau organisasi lain yang mengandalkan bentuk konsultasi.
arga yang menipu

Sedangkan konsultasi merupakan bentuk kepuraan-puraan w
(Amstein & Arnstein, 1969) Arnstein (Arnstein & Arnstein, 1969) menjelaskan tiga
jenjang partisipasi diantaranya, ;pertama, jenjang manipulasi dan terapi yang bersifat non-
partisipan,kedua, pemberian informasi, konsuiltasi dan penenenangan yang disebut
dengan tingkat tokenisme, Jketiga, tingkat kekuasaaan warga yang terdiri dari
partnership, pendelegasian kewenangan dan pengendalian warga. Ketiga jenjang strategi
pembangunan partisipasi masyarakat ini merupakan langkah untuk membangun
partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebagai pendekatan yang
digunakan dalam pembangunan masyarakat.

Pembuatan perencanaan pembangunan berdasarkan hasil konsultasi pemerintah
atau organisasi adalah mencerminkan bentuk Kketidakasilan sosial dari pandangan
pemerintah, bukan dari pandangan masyarakat yang seharusnya melibatkan bentuk

partnership dalam perencanaan pemnbangunan tersebut. Tetapi  dalam praktek
Perencanaan pembangunan keterlibatan masyarakat hanya ditempat sebagai sarana
rakat melalui kebijakan partnership,

konsultasi, serta tidak memperkuat masya

pendelegasian ~ kewenangan ~ SCItd pengendalian warga terhadap ~ rencana
Pembangunan. Kelemahan model perencanaan pembangunan yang didasarkan pada model
konsultasi publik ini juga mencerminkan pentuk kelemahan demokrasi. Kelemahan
bentuk konsultasi dalam pembuatan perencanaan pembangunan juga sejalan dengan

angunan yang diturunkan ~darimodel
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y Medﬁbdhgmjlgdgne
‘ SiQ

kelemahan sistem demokrasi yang bisa mcmPerUimgl‘fm'h“k’h.alf d.asar Manyg; S
persamaan, kebebasan dan pemerintahan sendiri. tetapi sistem ini tidak Mamyy,, mgf?m,
hak hak tersebut terpelihara. o R,

Beberapa bentuk kelemahan sistem demokrasi dmntaranya.:(l) keti_dakmam
mewujudkan  persamaan  menyangkut  beberapa pertanyaa'n dalam fUang linpuan
kehidupan sosial dan ekonomi ; (2) keterbatasan dalam meyakinkan pada Manugj, |, Up
partisipasi politik mereka efektif; (3) ketidakmampuan uTltuk meyakinkay, ah:va
pemerintah  melakukan apa yang diharapkan rakyat serta tidak melakukap, pa vy
tidak diharapkan rakyat ; (4) ketidakmampuan dalam mewujudkan kesembangan antani%
ketertiban dengan sikap tidak melakukan intervensi (Przeworski, 2010 ) Prak:ra
demokrasi dalam penyelenggaran urusan (dekosentrasi) saat ini sudah menerapkek
kebijakan desentralisasi kewenangan dari pemerintahan l'intahan
daerah, tetapi hubungan tersebut diikat oleh bentuk ke gan d:g
pemerintahan daerah kepada pemerintahan pusat.

Secara implistit hal ini menjelaskan bahwa
lembaga pemerintahan memerlukan bantuan
mengaitkan persoalan hubungan demokrasi de
governance) yang terjadi dalam kebijakan peme
penyerahaan urusan pemerintahan pusat ke
desentralisasi harus diikuti oleh asas desentrali
2004). Diperlukan sebuah teori baru yang
pemerintah dalam meningkatkan kesejahtera
politik  masyarakat yang dilakukan melal

u
lingkungan sistem sosial dan budaya masyarak

pusat kepada pem,
tergantungan keygap

pelaksanaan aturan-aturan reg
ekonomi dari pemberi Urusan, g,
ngan tata kelola pPemerinrtahap (g00d
rintahan desa. Dengan kata lain, Pringi
pada pemerintah daerah melalyj
sasi fiskal (Harriss, Stokke, & Tom
mengaitkan demokrasi sebagai keh
an masyarakat melalui hak-hak sosi

mi dajy,

asag
quist,
ljakan
al dan

1 penyesuaian bentuk lembaga denga
at disekitarnya (Kingsbury, 2007)



r Leuangal dan penyusunan program kegiatan pembangunan yang sejal:an
pengeo a p cearifan Jokal masyarakat setempat. Terdapat aturan yang menyebutk’an
Jeng®® 1aan bantuan desa harus dilakukan melalui RPJM Desa yang disusun untuk
palwa PE batan partisipasi masyarakat dalam pelaksanan Musrembang se:ta

olalui Keterli
6 tahun ™ hanya setengah desa di sseluruh Indonesia pada 2014 yang

- hkan oleh BPD, tetap!
Jisa il RPJM Desa (Antlov, Wetterberg,& Dharmawan, 2016).
mem

_ dalam pelaksanaannya alokasi dana pembangunan desa lebih banyak
tuk perbaikan infrastruktur pemerintahan desa, seperti perbaikan kanytor
e rbeli mobil djaripada untuk kepentingan pembangunan masyarakat serta kurang
elibatkan partisipasl masyaraat dalam perencanaan pembangunan yang sejalan dengan
rjuan penguatan serta pembangunan masyarakat. Pluralisme nilai dan kepentingan dalam
masyarakat nodern menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam membangunan
Lonsensus bersama. Pengaruh institusi dalam mengatur interelasi individu lebih kecil
dalam masyarakat modern dibandingkan dengan masyarakat tradisional Institusi
ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai kepentingan yang didasarkan pada kalkulasi
ssional terhadap keuntungan dan kerugian yang diberikan institusi.peranan institusi
galam intereasi manusia adalah menyediakan seperangkat berfikir yang mampu
menjembatani berbagai ide yang muncul pada masing-masing individu agar bisa
berinteraksi satu sama lain dalam bentuk bahasa dan komunikasi yang dilakukan mereka.
Faktor komunikasi menjadi sarana penting dalam membangun konsensus
masyarakat modern dibandingkan dengan  faktor simbol dalam masyarakat
tradional Kesulitan dalam membangun konsensus dalam masyarakat modern ini juga
fiiz'ﬂami oleh masyarakat perkotaan yang yang mengalami pemekaran daerah, maasyarakat
b memiliki dua bentuk identitas diri yang terdiri dari identitas primer dari latar belakang
sejarah masa lalu masyarakat tersebut dan identitas sekunder sebagai hasil kebijakan
PFWbangunan pemerintah. Tulisan berikut ini menjelaskan praktek gagasan masyarakat
ilpq dalam proses pemilihan pemimpin dan pengambilan keputusan perencanaan program
bZiit;n pembangunan alokasi dana desa (ADD) di Kota Sawahlunto sebagai kota yang
i 4 der?gan kota lainnya di Indonesia, seperti Padang, Denpasar, dan Banda Aceh yang
pengaruhi oleh identitas etnis (Colombijn, 2002).
berkdze?nbangun?n masyarakat merupakan bentuk pendekatan“konsep %emib;zrgt‘::;;
hubun, I;]utar.l dan b‘awah, pembangunan berkelanjutan g d.ljelaSkann alrrnas)’arakalt
Keterligbi wsiplin S, pengershuan. Faug —_— d PR hnikizgz dari konsep
Pemban, ? berbagai disiplin ilmu pengetahuan in} m-embedadiiu rZ ean ke dalam
Pernbangu an berkelanjutan sebagai disiplin ilmu tetinggl ?rang _
gunan masyarakat melalui berbagai disiplin ilmu terkait (Sz“""‘r'
U o i digma €
Paya untuk mengubah paradigma mekanistik menjadi para g
ANgunan masyarakat adalah melibatkan ~Wwarga masyarakat
; M. kan pada bentuk Pee
Subyelkrif o Pzr'm’.a.ng'unan, keterhl?atan ini didasar
Pierce, & Thge Cimlllkl warga yang didasarkan pa
Pemba, odossiou, 2010). Pendekatan y,ang' .
gunan masyarakat melibatkan aspek individu, 5P

digunakan un

2014).
kologis dalam

Pemb
Pel'encanaan

K sosial sertd 25
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ki empat lapisan dalam masya.rakat (Walter W. Powe]] 1991)‘ .

o 1ican atas dan bawah. Lapisan atas dapat mempengap}. 1 ".‘Pa{
lapisan terdin dari LIPISA'(; b iean bawah pada lapisan atas lembaga terbatag apmar‘
l““"‘ﬂ’};*“c‘:;i:::;{f‘::ﬂrzer;i di lapisan kedua dan ketiga dari empat lapisap, le
vang hc?ipcrasi di masyarakat, beberap.a‘ lapisan kelemb;g;alald :tleilslfuctii; 1

xfnfokrmal yang terdiri dari kebiasaan, tré.ld.lSl, norma, agarrlla - .lla at, ek,
lapisan kelembagaan ini telah mengalami perubahan yang lambat, :ﬂ api embaga i“forml
ini memiliki kapasitas ikatan yang tahan lama dala.m mengatur perilaku Masyaraky. )
lapisan lingkungan kelembagaan yang terdiri dari aturan dan h.ukum -Sebagai benmk'
aturan formal, sifat aturan formal ini berada di luar proses evolusi dan dj lyay kerangka
desain; (3) lapisan pemerintahan yang dihasilkan dari bentuk perjanjian dan kontry), Jan
dilakukan oleh sejumlah orang di komunitas. Peraturan pemerintah ini dirancang uny
mengurangi konflik, serta menghasilkan manfaat dari berbagai pihak satu sam; lain; “
lapisan ini adalah alokasi sumber daya lapisan ini dalam suatu perusahaan berada P
lapisan fungsi produksi dan terdiri dari lembaga yang memandu produksi gy,
organisasi. Dalam lapisan kelembagaan diatas peranan  pemerintah  ady)

I embaga im memili

aga

menggambarkan peraturan operasi untuk berbagai organisasi otonom.

Namun, pada prakteknya pendekatan institusional terhadap pemering;
mengabaikan struktur negara yang lebih luas.Di dalam pemerintahan ada tujuan pribad
dan tujuan pribadi, pribadi dalam hal area dan fasilitas kelembagaan yay
digunakan Kegiatan-kegiatan ini mengecualikan kepentingan publik dan fasilitas publk
yang diakui sebagai sektor publik.Pendekatan politik terhadap pemerintah mengabaikan

masukan politik, sementara mengabaikan kombinasi sektor swasta dan pemerintah di

pemerintah itu sendiri Negara, adalah *struktur pemerintahan dan aturan yang bertahw

i  tetapi belum mencakup seluruh negeri.
- i negarafneg‘ara ada aturan dan undangfundang yang lebih luas dari pemerinta:
perti aturan adat, ide dan lembaga publik yang disebut ‘jaringan kebijakan' (kata sand

an yang dlgunak

an d : eraSi
masyarakat.Perana 2 menjelaskan berop="

N institygj adalah mengatur P



87

ersebut ditentukan oleh tingkatan institusi, dalam ekonomi

t
ota, Pe“g"’lruh Ry
angg ipstitusi  berperan dalam mengatur pilihan dan kekuasaan anggota

han i
kebutd Lat Kecenderungan tersebut menyebabkan institusi tidak mudah berubah oleh

pgaruh institusi terhadap preferensi individu, meskipun begitu institusi adalah produk
- b dan Kkonteks budaya masyarakat.

scjara Dalam hal ini, North (North, 1990) menjelaskan terdapat dua bentuk instipys;
Jantaranya institusi resmi d:.m 'Fldal( resmi. InStl‘tUSl remi flukat oleh aturan tertulis
«dangkan institusi tidak resmi diikat oleh aturan tidak tertulis. Institusi berperan dalam
nenciptakan efisiensi berdasarkan kemampuannya dalam menciptakan kepastian,
qruktur yang dibangun oleh institusi bisa mengaititkan masyarakat dalam sebuah
harapan dsn anggapan yang sama terhadap prilaku yang diharapkan dariorang lain
terhadap tindakan yang dilakukan. Peranan institusi adalah mengarahkan prilaku anggota
sesuai dengan arah dan kebijakan institusi, berdasarkan insentif atau sanksi yang
diberikan terhadap penyinmpangan yang dilakukan. :

Dalam institusi kegnis; terdapat unsur regulatif dan normatif aturan( ins@,
tersebut, aspek regulasi tefdapat dalam paksaaan sebagai mekanisme yang mengatur
prilaku institusi, sedangkan aspek normatif adalah norma atau nilai yang membentuk
pilihan. Kekuatan struktur dalam mengikat anggota dalam institusi tersebut ditentukan
oleh persepsi anggota terhadap biaya kerugian atau keuntungan yang diperoleh dari
institusi tersebut, kejelasan persepsi ini mendorong anggota untuk berhubungan dengan
institusi bukan oleh tingkat sentralisasi pengaturan institusi tersebut. Scott (Natarajan,
Elsner, & Fullwiler, 2009) menjelaskan proses pemilihan perhatian, penilaian,
pembentukan dan kategorisasi konsep, atribut dan emosi pada aras individu ini
merupakan bagian pembentukan institusi kognisi yang dihasilkan dari hubungan
intersubyektifitas manusia dan interpretasi individual, bukan sebagai proses sosial yang
lebih besar dan bersifat deterministik. Institusi kognisi mencerminkan prilaku individu
dalam memahami lingkungannya. <)

Pemahaman tersebut muncul dari hasil interaksi@e?xg melibatkan interprestasi
subyektif dan konstruksi sosial inividu serta aktor koleRtif lainnya. Institusi dihasilkgn
dari proses sejarah dan konteks sosial budaya manusia bukanlah sebuah de;aun
Manusia(Walter W. Powell, 1991) Institusi juga berperan dalam Pemb"'rian,mglkna a::
kerangka berfikir yang dibutuhkan dalam menginterpretasikan prilaku manusmks al:asr?;:n
iail?nya ((Hall & Taylor, 1996).Keberadaan institusi ini terkait dengan bentu
Okal yang terdapat dalam masyarakat. . sama

Kearifan lokal pada araZ kelompok dibentuk oleh kebiasaan lzablals;z;rll(z;fglfn -
Mengenai sesuatu, kebiasaan tersebut sebagai bentuk respon terbz zf’ Llaku manusia.
berfungsi sebagai setting atau konteks yang menjadi Pe‘domaan 1 eemil]pjhan perhatian,
Kearifan lokal pada arasindividual berkembang melal'ul prC(IDSCS eII:losi. Kearifan lokal
Penilaian, pembentukan dan kategorisasi konsep: atribut dan

ngatasi persoalan
diburubkan sebagai bentuk pengetahuan yang bersifat lokal lgntj?;res i - kehidupan
hUbungan manusia dengan lingkungan, serta melahirkan berbag

, ilmu
. n hidup dan
publik.  Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagal pandana




88 o ald ¢
n serta berbagai strategi kehidupan yang beriwujud aktifitas yang dﬂakuk

S al dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebumhan
] an

2015).

pengetahua
masyarakat lok
(Sumaryo GltOZﬁ:;E;n hasil interaksi antara masyarakat dengan hngkungan
Tt ang dibangun dari nilai-nilai sosial yang di dukung Oya‘
z;rrukmr sosial masya berfungsi sebagai pedm‘n?n yang mengendalikap, b
dalam berhubungan dengan manusia dan alam (Odag}n et al.,, 2017). Pengertian i

(lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bemﬂ;

kearifan lokal gagasan setempat e
baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya, istilah lain yang digullakan

.dalah kecerdasan lokal (local genius), pengetahuan lokal .(lc')cal lfnowledge) iy
identitas lokal kearifan lokal (local identity). Identitas lokal ini terdiri dari identi,
primer dan identitas sekunder, identitas primer dibentuk oleh hasil sejarah masa la]y s,

diperkuat oleh tradisi dan mitos yang telah ada.
Sedangkan identitas sekunder merupakan hasil dari pengaruh faktor eksterna] dy

hasil kebijakan pemban;g}oaﬁﬁsperti kebijakan pemekaran daerah yang menggabungky,
sartu daerah dengan daerah lain serta membentuk identitas lokal baru dari hyg
penggabungan ini (Terlow, 2016:938). Identitas sekunder merupakan identitas baru hyg
perkembangan identitas primey’ dengan kebijakan pembangunan pemerintah dalap
bentuk idenitas warga masyatakat baru hasil penggabungan dengan masyarakat lainny,,
dominasi satu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya dalam proses
penggabungan dua atau lebih kelompok masyrakat ini mendorong salah satu ata
beberapa kelompok masyarakat ini kembali kepada bentuk identitas primer mereka

menkjadi warga asli sebelum penggabungan daerah tersebut terjadi.
| .Identitas lokal bukanlah sesuatu yang bersifat statis, tetapi sesuatu yang bersifat
dinamis mengikuti tujuan politik. Pendapat ini dianut ini baik oleh pihak yang
mendgkung BEUPUR. Yang menolak kebijakan pemekaran daerah yang dilakukar
ie:g;;zlt;}: C;nsjl;ayp;;m;egiz;a;a ;filjioetnsi. }‘pelgyljnan' a@nistrasi pemerintahan padé
sarana pemerintah untuk mendukun kab'l'ml; eior identias lokal diperlukan s
menjadi konsep dinamis yang megn :s:l]aikan p:ll.n‘bangunan, sebaliknya identitas s
pemerintah. Identitas lokal ini digunal}:an ae - . o dengan' kebijakan pembangu B
kebijakan pembangunan, agar bisa mednﬁkmermt-ah sebagai sarana untuk mendUkurif
efisien melalui kebijakan pemekaran satu dung tingkat pelayanan publik yang leb'
identitas lokal adalah adalah kecerdasan | kafrah dengar-l dacrah lain. Pengertiar laj
knowledge) atau kearifan loka] (local Wisdo L ol gemus) . pengetahuan lokal (10C[
om) yang diartikan sebagai gagasan setemp?

(lokal) yang bersifat bii
jaksana, penuh : " y
oleh anggota masyarakatnya, penuh kearifan, bernilaj baik yang tertanam dan diiku®

mereka

Kearifan lokal m
a menjadi modal utama y
rakat serta
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al masyarakta serta berfungsi sebagai pedoman ya
ng

struktur sosi
berhubungan dengan manusia dan alam (Odagiri et al
al.,

1
g OF ku dalam

kv i
iaﬂgendahkan pril2
I

2017): ifan Jokal pada aras Kkelompolk dibentuk oleh kebiasaan kebiasaan yang sama

Keia esuatil, kebiasaan tersebut sebagai bentuk respon terhadap lingkungan dan
mengenai obagat setting atau konteks yang menjadi pedomaan ideal prilaku manusi
berfu.?g; Kal pada aras individual berkembang melalui proses pemilihan Perhatza'
}(e:ifll:an e dan kategorisasi konsep, atribut dan emosi. Kearifan lok;li
e ' bagai bentuk pengetahuan yang bersifat lokal untuk mengatasi persoalan
lingkungan, serta melahirkan berbagai persoalan kehidupan
merupakan hasil interaksi antara masyarakat dengan
ya, Serta menjadi modal utama yang dibangun dari nilai-nilai sosial yang
leh struktur sosial masyarakat serta berfungsi sebagai pedoman yang
prilaku dalam berhubungan dengan manusia dan alam (Odagiri et al,

lo

ingkungann
didukung ©
mengendalikan

2017).
ain idenitats lokal (local identity) adalah kearifan Jokal yang dapat

Pengertian 1
diartikan sebagal gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan,
bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya, istilah lain yang

digunakan adalah kecerdasan lokal (local genius), pengetahuan Jokal (local knowledge).
lokal institusi juga berperan dalam pemberian makna dan

Dalam penguatan kearifan
etasikan prilaku manusia satu sama

kerangka berfikir yang dibutuhkan dalam menginterpr

lainnya (Hall & Taylor, 1996).

Fungsi pengetahuan lokal dalam pembanguna
beberapa pendekatan, beberapa pendepakatan  inl menurut Scmides  (2009)  yang
digunakan saling melngkapi serta bukannya terpisah satu sama Jain dalam menjelaskan

fenomen yang sama, diantaranya, pendekatan rasional, sejarah, sosiolog dan institusional
diskursif Terdapat gagasan untu ktek demokrasi perwakilan

k menutupi kelemahan pra
dalam perncanaan pembangunan, diantaranya oleh Fiskhin dan diikuti oleh Jon Elster
untuk mengembangkan gagasan okrasi deliberatif adalah

demokrasi deliberatif.Dem :
bentuk transformasi preferensi pribadi menjadi transfromas!

preferensi kolektif, proses
tersebut meibatkan berbagai nilai dan kepentingan

yang berbeda. s

Tujuan pelaksanaan demokrasi deliberatif adalah sebagal upay? unIUk balsji
. ‘ ¢ = ’
menghasilkan keputusan kolektif ya e

ng didasarkan kepada £38 .

bentuk demokrasi yang bisa menutupi l%elemahan praktek demokrasi yang ada, diantara

kelemahannya adalah tidak adanya ruang publik yang bisa menjadi' sa

Preferensi individu dalam proses pengambilan keputusan kolekt'lf- i

Pelaksanaan demokrasi deliberatif adalah melalui perubahan preferenst kolektl

Oleh bentuk agregasi, transformasi dan misrepresentasi

didal Pengertian agregasi adalah bentuk sinonim dengan

transimnya. jual beli suara atau tawar menad o rasion

argUmormaSl preferensi adalam penggunaarn argum e dapat
en. Dalam hal ini, kesalahan representa pre

n institusi dapat dijelaskan dari
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arana voting, argumentasi dan proses tawar memawar. g, .
keterlibatan kelompok dalam demokrasi deliberasi ini dapat dibedakan PadanJUtnYa
motil serta semangat (passion).Al_asan lebih bersifat tidak memihalfent“k
dak semangat, argumen terkait dengan alasan. Merel, S,

hadir dalam kegiatan demokrasi deliberasi didorong oleh alasan tertenty mal ny
nilai tidak memihak, meskipun terdapat motif lain  sebagy; ba )
n

tidak memihak tersebut (Elster, 1998). ),
war dipengaruhi sikap agregasi, trang
Orm

penggunaan s

alasan,
melibatkan semangat atau ti

memiliki
misrepresentasi dari alasan

Kegiatan voting maupun tawar mena
ntuk mencega

h intervensi kekuasaan pada nega a
ra d
&

kepentingan ekonomi dalam wilayah pribadi (privat) proses perencanaan pembey
ini. maka aspek keadilan, kebenaran dan kesungguhan (ketulusan) merupakanp ]fu“'an
terpenting dalam membangun ruang publik Habermas mengaitkan Obyek:iilan
pengalaman subyektif ini melalui Lkonteks sosial dan budaya pribadi warga laiy tay
terlibat dalam konsultasi publik ini, obyektifitas gagasan bisa ditemukan jika peng,] Ja
subyektif warga dibenarkan oleh konteks sosial dan budaya warga lain, pen get 1man
subyektif ini menjadi dasar dari setiap gagasan obyektif yang digunakan dalangl C{.1 a
publik sebagai dokujen perencanaan pembangunan (Culler, 1985). g
Ketiga aspek ini dijelaskan oleh Habermas melalui argumentasi yang dikemuk
dalam ruang publik, kesungguhan (ketulusan) dapat dijelaskan dari pengalarnanu akan
mereka yang memberikan argumen, kebenaran dapat diukur dari kesesuaia privd
dengan konteks sosial dan budaya masyarakat yang menerima argum N arume
sedangkan keadilan apakah argumen tersebut bersifat memberikan ils e tersebut,’
sarana yang memghubungkan sektor publik dengan sektor privat. Keti ) uartu sebagi
memerlukan sumberdaya modal sosial, budaya dan personal mﬂ iga bentuk tersebu
kolektif bisa dibuat melalui transformasi preferensi pri P-e : ik argumen Kebigla
sosial dan budaya yang sejalan dengan ruang ublikp o men]édl publik dalam kontcs
serta tidak bisa direduksi menjadi ruan pr' ,mang. publik menjadi ruang oton®
kelompok dalam masyarakat. g privat pemerintah, sektor swasta maip!
Terdapat dua pendekata ;

dari padangan yang rlrjlendasakallli Cliaeljn; ?emahan?l publik sebagai sebuah interaksi. (!
adalah wilayah orang yang memilikjgkr ian Pubhk sebagai kepentingan pribadi, publ
Publik adalah respon yang diberikan ;Pentlngan yang sama (kepentingan bersans)
1nc.11vidu terhadap kesejahteraan or ter laéap dampak dari upaya pemenuhan kebutub?
twjuannya tidak dapat direduksi mezflgd' ;]:;m. (2) Publik adalah keberadaan, makn? -

jadl kepentingan pribadi dan pengaturan Kkebutuh®

pﬂbadi.KOnsep

) pertam lik

sosial a pub menyatakan indivdiu dan keingi dalah realit®
inannya adala N

dan misrepresentasi ini U

pribadi lain 4 menjelaskan tent
kepentmgan lmiarr;e:ennlik kepemiﬂgan ?;%S:Ubungan kepentlngan P].’lbadl deni
angkan k ma atau kepentm eriﬁi ¢
gan satu g
U



si yang memberi arah dan m
L . akna kepenti 9
an prlbadl da?at dl]alankan Pengerti ePenl':mgan pribadi | |
Fishki gertian publik atau s =
dapt ohn Dewey ( ishkin & Laslett, 2003 ik pertama dal ejauhmang’
Prm2 12 ke dalam wilayah publik deng:;n i ) YE{)IIS memasukan Orana am dﬂih@f
gse= - i’ san bah . g sakit, mj
dcngan(si;uim Yang dian, nel(; blaSﬂ( yang menggunakan %{an negara, pendapat j el
aOU S ¢ 0 i
g00 a.dak o kan melgf;a' erharga) bahwa kerugian nsep eksternalitag d ini samg
yang Upublik bagal alm pembayaran atau penagihan a;a; keuntungan darian publik
ai realita : a tr ;
bagai hubungan intersubjecstifsronsalqallu C:lapat hdijdaSkan dar? ag};::]? seHngan negarzrjlnsaksl
s . ' sla, rea ita . aran H ‘
Realitas 101 menurut perspektif ekonomi neoklaS Yljng kita rsakan ditentuk :nnah Arendt
jengan kesatuan yang lebih besar (m sik sudah ada tan n oleh publik
4an memiliki hub : asyarakat). Dunia ] Pa harus dihub '
ungan interumental de , a luar merupakan hi ubungkan
engan pilihan yang telah didef'n lr(npunan peluang
1nisikan

. jpstitt

sebagal

3.dHasil, Analisis dan Refleksi
Seiring diberlakukann
ya undang-
Daerah yang didalamnya terca:;(g undang nomor 22 tahun 1999
harapan bahwa terdapat bent kup pula peraturan tentang de tentang pemerintahan
pelaksanaan demokrasi diu' demokrasi desa sebagai bagianslilﬁ( maka muncul sebuah
langsung Bentuk pemilihan i -lr;g-kat desa adalah pemiliha RL Salah satu bentuk
pemilihan langsung Kepala dm 1at:u.r melalui UU no. 32/20();1 Kepala Desa secara
seleksi kandidat (selection) werab C.11 Indonesia. Proses pemilih Ya'ng ITlengatur tentang
proses pemilihan (electi , Pengajuen calon (mominatl S0, g i Bap
Meskipumn 7 ction) terhadap beberpa calon yan clfn) pada tahap norminasi dan
roses pemilih e g disusulkan.
secara langsung melalui ke 'an pemimpin pada tingkat desa (Ke ala Desa) ini
er i . , tetapi
yang akan diusulkan Sertaaiyémndlngan (musyawarah) uitukerifrlle d;lim tahap
riteria yang digunakan dalam penusulan tflerseljntcalon
u agar

pemimpin terpili
rpilih sejalan yisi isi
) sig’dan misi pembangunan masyarakat desa dan sejalan

dﬁngan nilai
ai-nilai local
yarig terdapat dalam masyarakat desa tersebut. Pengaruh
pencalonan dan pemilihan Kepala

lingkun,
gan sosi

sosial dan budaya masyarakat dalam proses
yang diberikan oleh pemerintah

DCSa ini —

pusat kepada ia::;r;njsﬁs desentralisasi kewenangan
l::illt"lk 'memPeroleh Seri daerah dengan politik Jocal sebagai bentuk pembelajarn politik
al-nilaj Jocal yang t ; mengelola kekuasaan yang didesentralisasikan sejalan dengan
Pengaruh nilg' er apat dalam masyarakat tersebut.
berkurang 2 ai-nilai local dalam proses seleksi dan
k?ta, tujuan untulit sebuah desa bergabung dengan desa lain dal
efisien dalam kebii menciptakan pelayanan adminsitrasi pemerintaha
W‘j‘arga kota 1ebih1]akan- pemekaran kota inl menempatkan jdentitas
sejarah dan asal peneing daripada identitas primer yand dibentuk ol
al usul kesatuan masyarakat adat dalam dea (nagari) yan

d
alam sebuah kota ini

dat Kepala Desa
am kebijakan pemekaran
n yang efektil dan

sekunder sebagai
h latar belakang

g digabungkan

nominasi kandi



MRS g,
92 . ns%
hanya diperlukan pada saat gagz.lsal; Pembgy,
asi kebijakan pemerintah menimbulkan (,
an masyarakat adat, peran mag
alah sebagai institusi y,

rarakat adat
1denitas masyarakat ada

(l” (1\("(']“[ \“ &’ n ]“ (l I -(l 1.
1'“ [ SCS ) .l ‘ l )C lll,all C O

umen perencanaan dokumen pembangunan dalam model kor;sultam. publik im‘hu.&an
dotumen tlljan in;timsi adat sebagai partner yang bisa merubah EPE?tlngan Yan
Zi:(;?f ilch komunitas adat sebagai bentuk keinginan (;Vinjiialrj;e e:szsl atay U
(goals) pembangunan yang d.isadaridjotl.e?garlr(l:ii}izakat ada Proses perumUSan

ok anaan pembangunan di tir : _

dol\un;\e/lno g:lregecmmusfn dokugr;len perencaaan pembangunan di desa Talaw; d
Sawahlunto dilakukan melalui pelaksanaan Ml'lsyav'varar?h Perencaaafl P.ernba
(Musrenbang), kegiatan Musrenbang ini dimilai dari penjemPUtandHSplraSI masyafakat
dari tingkat dusun melalui wakil-wakil masyarakat yang ter apat- dfl'larn dusy
tersebut.Kecamatan Talawi ini terdiri dari 2 nagari yang pertama I\Ta_gz.m Sl]antang day
Nagari Talawi, Nagari Sijantang itu terdapat 5 desa dan Nagari Talawi ini terdapat 6 desg

Ilan

)’an
Mpg), SOsig
Yarakat 4

g tidal(

1 Kota
nguhan

Keanggotaan KAN yang terdiri dari 7 orang mewakili masing-masing untuk 6 desa. Kay
diundang apabila adanya terjadi masalah ketika dalam kegiatan pembangunan yan
melibatkan tanah tanah adat atau ulayat, undangan ini bersifat hanya kadang kadang i
Undangan dalam musywarahah perencanaan pembangunan desa tidak selaly sebagy
sebagai lembaga KAN, tetapi hanya sebagai tokoh masyarakat di Talawi Mudiak dan
Talawi Ilia.

Tingkat partisipasi masyarakat dimulai dusun, setiap perwakilan dari dusn
tersebut kan sudah membawa ide-ide dan gagasannya masing-masing untuk rencam
pembangunan di desa ini, “KAN tidak memiliki andil dan peran untuk dalm
mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang terdapat di desa, keikutsertaan dalm
pemerintahan desa terkadang ada untung rugi nya dalam pemerintahan desa ini d=
Nagari. Peran KAN hanya apabila ada kebutuhan darj pemerintahan desa, set
memberikan bantuan dalam memenuhi kebutuhan tersepyt” Meskipun, para wakd
masyarakat yang terdapat dalam dugsup tersebut sudah mempersiapkan berbagai ben tk

8agas'an' Pembangunan yang sejalan dengan kebutuhan lingkungan masyarakat mereké
tetapi tidak seluryh aspirasi tersebut hjg

. a diperiju k ltasi Publﬂ\'
Pada tingkat Musrenbang Desa inij. Pefjuangkan pada forum konsu

unkaegiatan Musrenbang Desa ini adalap untuk men
' Program kegiatan Pembangunan, | tahun bejkyt
tingkat desa tidal hanya berfy, i

ngsi untuk men '
pernb'a'ngunan yang telah berjalap Pada tahy iy
memilih beberapa gagasan pemh
(ADD) atay dana

yusun RPJMDesa/Kelura:an
forum konsltasi pubhk i 8
elaksanaan program keg!

b

oo Sebelumn}’a tetapi juga memlle‘l'l £
alokasj emb “Igunan ini untuk didanai melalui dana alokas!

Negara (APBN)'pr p agunan daergh (APBD)

. . mbﬂngu
OSes pemiilahap g . atau dana alokasi pe o
igp,' APBD dap APBN inj tidak m:rrxllszmkﬂilnlrn gagasan pPembangunan berdasarlli:‘z E "
1vidu atau kelomPOk dalam maSYagrakat ar::lfllllhan’pﬂihan yang dikemuka
am

h!
utd
Mmengatasi pesoalan keb
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nan menggunakan institusi yang ada, tetapi pilihan-pilhan tersebut dibagagg
an yang terdapat dalam institusi tersebut, aturan tersebut m 1 a1ta81
€rupakan

U yang mengatur pelaksanaan Musrenbang.

pentuk gagasan pembangunan dalam model konsultasi publik in; bersifat ekslysif
slusij

Jibatast oleh k_e'wenangan lz;turan. inStitusi,( ma.syaljaka't tidak memilikj kebebasan dalam
meneﬂwk an pilihan yang isa menempatkan 1sPt1tu31 adat dan agama sebagai institys;
Jain diluar Jembaga pemerintah dalam mengata& persoalan kelangkaan sumbeds
gibutuhkan masyaraka?t c?la.lam mengatasi persoalan pembangunan Pengertian ruan
sblik sebagai realitas individu dan kelompok sosial yang bersifat otonom serts dibentuﬁ
+J¢h hubungan intsresubjektif manusia berubah fungsi menjadi realitas sosial individy dap
kelompok yang dibentuk oleh institusi pemerintah Pemerintah bertindak sebagai pihak
yang menyediakan kebut.uhan pokok masyarakat melalui kewenangan yang dimilikinya
sebagal institusi penyedia pelayanan publik, serta berperan sebagai institusi yang
memyediakan fasilitas pengadaan ruang publik yang mendengarkan berbagai tuntutan
dari lingkungan.

Peranan tersebut didukung oleh tingkat kelembagaai institusi pemerintah yang
hersifat formal, serta mempengaruhui lembaga masyarakat yang bersifat informal, seperti
lembaga adat (KAN) Disamping itu peranan pemerintah sebagai institusi penyedia
hantuan alokasi dana desa (ADD) pada penerapan UU No. 6/2014 tentang Pemeintahan
Desa menempatkan institusi pemerintah sebagai alokasi sumberdayayang dibutuhkan
masyarakat. Kelemahan pendekaran pemerintahan pada ruang publik adalah pada
keterbatasan input yang masuk dari lingkungan, perumusan kebijakan, kebijakan
diturunkan dari aturan resmi serta kurang mengikuti perkembangan dinamika sosial dan
budaya dari lingkungan.

Meskipun keterlibatan kewenangan pemerintah yang lebih besar daripada
kewenangan lembaga adat maupun lembaga agama dalam pelaksanaan penyelenggaraan
tata kelala pemerintahan (good governance) yang lebih baik, tetapi model kor‘lsultaSI
publik sebagai bentuk keterlibatan kewenangan pemerintah tersebut membatasl ruang

: Kkat bukan sebagal
publik sebagai penyedia layanan kebutuhan pembangunan masyaras ialaian
bentuk penguatan masyarakat dalam pembangunan. Model Part.nershlvl\jm)r'is;é yang tidak
pemerintah melalui kegiatan pembangunan bisa mengubah .kemgl‘nzl;li m tujuan (goals),
disadari masyarakat menjadi bentuk kepentingan yang disadar!

Maupun pilihan (pereference) yang disadari dalam sebuah institust -

ole
pen

yab yang

Kesimpulan
Ruang publik berfungsi merupakan saran untuk
yang berifat otonom serta bebas darl :
®ngan pengalaman individu dalam penyampalan

_ ) k ketulusan
Prinsi i T seba al bentu .
P tujuan untuk memban g obagai benty

lingkungan masyarakat. Berbagai gagasar ahunan  YA8 T
Muncul  dari  rencana P‘fmbalrlgunan ruang publik scbagal T

RP]l\’lDesa/Kelurahan merupakan bentu
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dihasilkan dari hubung

msyarakat dalam ruang l.) -
pengaruh lembaga pcmcrmtah sebag
Peng: _

\

O hentuk pilihan-pilihan yang dibatasi 5
melahirkan ]]) Lgl.tl;].k;lill;g Sana alokasi desa (ADD) atau APBD dan APBN. RUang Puby
untuk untuk dibia

: i UU No. 6/2014
i bentuk implmenetasl tenty,
— embangunan sebagal o Nty
dalam -pmhrc;c;::aazskanlah ruang publik otonom yang dlhazllkannoklzhtull(smusl. tiy
pemertta :rkat seperti institusi agama atau adat yang sejalan cengs dir e Sljoslal ay
asyarsah, . irenc
lraeuSs:}:gaZ;asan pilihan program rencana kegiatan pembangunan yang alakan

yekif anggota masyaragat, tetapi Fasioy .

1 ini ditentukan oleh “ketepatan gagas:'an Pembay na\
ublik ini tusi yang mengatur alokasi sumber ay, N
ait dengan perencanaan pembangu nin
dan bukannya pilihan-pilihan Yang‘btbn

an  intersub
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